GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

LAMPUNG
-

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Nomor : G/0¥9 /BeVI/HK/1991

TENTANG.
PEMBENTUKAN KEMBALI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA

PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH TK.I LAMPUNG (BP.3 )

Membaca kembali : Kepubusan kami Gubernur Kepals Daerash Tingkat I Lampung
Nomor : G/026/B,VI/HK/1990 tanggal 30 Janua®i 1990 ten-
tang Pembentukan kemball Badan Pengawas dan Pemeriksa-
Pembangunan Propingi Daerah Tingkat I Lampunge.

Bahwa untuk lebih meningkatkan fungsi Pengawasan  agar
- supaya pelaksanaan Pembangunan dibidang Konstruksl bex

jalan sesuai dengan rencans yang telah ditetapkan, maka
-~ ’ dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan kami
tersebut diatas dan menetapkan kembali Badan Pengawas-
dan Pemeriksa Pembangunan Propinsi Daerah Tingkat I Lam
pulige

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1964, tentang Pembene
tukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

2, Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974, tentang Pokok -
Pokok Pemerintahan 41 Daerah. <

3+ Keputusan Presiden Nomor : 29 dan 30 tahun 1984, ten
tang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ne-
gara.

4, Instruksi Presiden No, 1 tahun 1988, tentang tataca=-
ra Pengadaan Barang/Jasa.

\\\\ 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1903 - 1319
, tshun 1985 tentang Pelaksanaan Pendapatan dan Belan-
ja Daerah.
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MENCABUT KEPUTUSAN KAMI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG NOMOR : G/026/B.VI/HK/1990 TANGGAL 30 JANUARI'®90
TENTANG PEMBENTUKAN KEMBALI BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA
PEMBANGUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

Membentuk kembali Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangun
an Propinsi Daersh Tingkat I Lampung, dengan susunan per
sonalla sebagaimanz tercantum dalam lampiran Keputusan -
ini.

Tugas Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan ( BP.3 )
meliputi :

1. Mengadakan pengawasan pekerjaan di lapangan baik di-
minta ataupun tidak diminta, agar pelaksanaan Kons =
truksi bangunsn berjalan sesuai dengan persyaratan =
yang telah ditentukan dalam Dokumen Pelelangan.
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Pengawasan oleh Badan Pengawas dan Pemeriksa Bangunan (BP,3)
dilsksanakan sesuai dengan bidangnya, sebagaimana yang ter-
cantum dalam lempiran Keputusan ini.

Membuat Berita Acara tingkat kemajuan/penyelesaian pelaksans
an Proyek guna keperluan dan pembuatan Surat permohonan pem-
bayaran termyn keuangan/pelunasan Proyek yang tembusannya di
sampaikan kepada Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Sekreta
riat Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

Memberikan pertimbangan atau saran kepada Pimpinan Proyek un
tuk mempexrlancar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Jjadwal
yang telah ditentukan dalam Surat Perintah Kerja/Surat Per -
janjian Kontrake.

Setiap awal bulan masing-masing Ketua Bidang diwajibkan mem-
buat laporan bulanan hasil pemeriksaan/kegiatan kepada Guber
nur Kepala Daerah TK. I Lampung yang tembusannya disampaikan
kepada Kepala Birc Bina Pembangunan Daerah Sekretariat Peme-
rintah Daerah Tingkat I Lampung.

Biaya pengawasan bagi Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan-
(BP.3) Propinsi Daerah TK.I Lampung dibebankan kepada APBD. TK.
I Lampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap undangan pengawasan dan pemeriksaan pembangunan Proyek-
Proyek disampaikan kepada Inspektorat Wilaysh Propinsi Lampung.

Badan Pengawas dan Pemeriksa Pembangunan (BP.3) bertanggung ja=-
wab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampunge.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke-
tentuan akan diubsh sebagaimana mestinya apablila dikemudian ha-

ri

ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal :M - 1991,

Q. GUBERNUR KEPALA NGKAT I LAMPUNG

POEDJONO T

Salinan : Xeputusan ini disampaikan kepada :

1« Yth, Bapak Menteri Koordinator Bidang EKUIN
dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta,
" Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan
‘ Nasional/Ketua Bappenas di Jakarta.
%  Bapak Menteri Dalam Negeri Up. Dirjen Bangda di Jakarta.
¥  Bapak Menteri Keuangan Up. Perbendaharaan Negara di Jkt,
Sdr. Ketua DPRD. Propinsi Dati I Lampung di Telukbetung.
*  Para Anggota Muspida Tingkat I Lampung.
"  Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
*  Ketua Bappeda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
%  Para Kepala Biro dalam Lingkungan Sekret. Pemda TK.I Lampung.
"  Para Kepala Dinas/Instansi/Pimpro Program Bantuan Pembangunan
Dati II se~Propinsi Dati I Lampunge.
¥  Para Kepala Direktorat Neveau Propinsi Lampung.
" Maging-masing yang bersangiutan untuk diketahui.,
Himpunan Keputusan.
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